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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ialah proses pembentukan karakter secara intelektual dan 

emosional yang merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan 

kualitas pola piker manusia agar berguna dan bermutu untuk kemajuan negara. 

Pendidikan yang bermutu pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang 

secara sadar penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan kualitas belajarnya dengan baik kepada siswa-siswi sehingga 

menimbulkan interaksi antara keduanya agar tercapai cita-cita yang 

diharapkan dan kegiatan tersebut dapat berlangsung secara terusnmenerus. 

Sekarang ini pendidikan yang bermutu dan berkualitas sering 

dipandang sebagai suatu kegiatan yang sangat penting, untuk menyonsong 

perubahan dan perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Hal tersebut 

didasari oleh pandangan suatu masyarakat terhadap kecenderungan-

kecenderungan yang ada. Maka dari itu mutu pendidikan menjadi sangat 

penting untukkditingkatkan. 

Maka dari itu, untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan 

berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutumpula. 

Oleh karena itu salah satu dari tujuan pendidikan yang bermutu yakni untuk 

meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Indonesia. 
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Dalam rangkammeningkatan mutu pendidikan, peran serta dan 

dukungan semua pihak yang terkait sangat dibutuhkanmbaik darippihak 

sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 63 ayat 1 mengamanatkan bahwa ada tiga jenis 

penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang 

dilakukan terhadap peserta didik. Salah satunya, penilaianmhasil belajar yang 

harus dilakukanwoleh pemerintah. 

Di pasal 66 bentuk penilaian yang dilakukan pemerintah tersebut 

dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) untuk mata pelajaran tertentu. 

Dalam pelaksaannya selama ini, mata pelajaran yang diajukanjpemerintah 

pada tingkat SMA/SMK/MA ada empat yaitu, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Matematika dan Mata Ujian Pilihan. Selain itu, mata pelajaran yang 

diajukan pemerintah pada tingkat SMP/MTS ada empat yaitu, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Ujian Nasional menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar 

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 merupakan 

kegiatankpengukuran capaian kompetensiilulusan pada mata pelajaran tertentu 

secara nasional dengan mengacu pada Standar KompetensiwLulusan. Dari 

penjelasan diatas dapat dikatakan bahwaujian nasional merupakan salah 

satunbentuk dari kegiatan evaluasiwpendidikan yang berupa evaluasiwhasil 
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belajar siswa-siswi melalui pengukuranmdan penilaian pencapaian standar 

kompetensiiilulusan secaraiinasional pada mata pelajaran tertentu yang sudah 

ditetapkanwoleh pemerintah. Selain itu, ujian nasional juga dijadikan sebagai 

alat evaluasi pendidikaniiuntuk pemetaannmasalah mutu pendidikan dalam 

rangkagmenyusun kebijakan pemerintah nasional. 

Penyelenggaraan ujiannnasional itu sendiri dilakukan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam rangkaeimembantuztugas 

KementerianmPendidikan dan Kebudayaan sertambekerjasama dengan 

KementerianmAgama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, 

Kepolisian Republik Indonesia, Perguruan TingginNegeri danmPemerintah 

Daerah. Jajaraniitersebut nantinya akaniterbentuk menjadi satu kesatuan TIM 

yang memilikintugas dan tanggungjjawab masing-masing dalamnklasifikasi 

yang ditetapkan. Klasifikasiiipanitia ujian nasional terdiriiidari panitia ujian 

nasionalntingkat Pusat, panitia ujian nasional tingkat Provinsi, panitiaaujian 

nasionalntingkat Kabupaten/Kota dan panitia ujian nasional tingkattSatuan 

Pendidikan. 

Padagtahun pelajaran 2014/2015 terdapat kebijakan baru yangnmuncul 

terkaitmpenyelenggaraanmujian nasional,yaitujfujian nasional dapat 

dilaksanakan denganmdua cara. Pertama, ujian nasional dilaksanakanndengan 

mekanisme secara tertulisjatau Paper Based Test (PBT). Kedua, ujian nasional 

dapatndilaksanakan dengannmekanisme berbasis komputer atau yanggdikenal 

dengannComputer Based Test (CBT) atau Ujian Nasional BerbasisnKomputer 

(UNBK). Sebenarnyazperbedaan keduazmetode pelaksanaanmujian nasional 
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tersebuttjterletak pada aspeknteknis dalamjpelaksanaannya saja, yang meliputi 

penggandaanndanspendistribusian soal UNnoleh pemerintah dannpengerjaan 

soal UN olehmsiswa. Untuk UN konvensionalmpenggandaan soalndan 

pendistribusianmsoal UN serta pengerjaannsoal UN dilakukan oleh siswa. 

Sedangkan untuk Ujian Nasioanal BerbasissKomputer (UNBK) penggandaan 

soal UNzdan pendistribusian soal UN sertadpengerjaan soal UN dilakukan 

oleh siswagmenggunakan komputerrsecara langsung. 

Secaramkonseptual ujian nasional berbasisnkomputer ini tidak 

menggunakannmetode online secara mutlakmyang memerlukanmkoneksi 

jaringanxinternet yang luas. Kebutuhan internet untuk onlineihanya diperlukan 

pada saatnpengkoneksianmdengan servernpusat. Pengkoneksian atauuproses 

sinkronisasiiiini dilakukan hanya untukjjkebutuhan prosessdownloading 

pendistribusiannsoal UN dan pengolahanhhasil ujian yang berupaxpengiriman 

hasil ujian siswa kepadaaserver pusat. Untuk pengerjaan soal oleh siswa 

secaraakonseptual dilakukan secaraaoffline dengan menggunakankkomputer 

sekolahhyang tidak terkoneksiiidengan internet. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 

pada tahun 2017 akan memperluas pelaksanaan ujian berbasis komputer, baik 

untuk ujian nasional (UN) maupun ujian sekolah berstandar nasional (USBN). 

Penyelenggaraan UN dijadwalkan berlangsung pada bulan April sampai 

dengan Mei tahun 2017.Akanntetapi penerapan ujian nasional berbasis 

komputer pada tahun 2017 ini tidak dilaksanakan oleh semua satuan 

pendidikan menengah pertama dan atas. Hal tersebut dikarenakan masih 
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banyaknya satuan pendidikan menengah dan atas yang belum dapat memenuhi 

pesyaratan untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). 

(Totok Suprayitno, 2017, http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/un-

2017-dilaksanakan-dengan-berbasis-komputer-inijadwalnya diakses pada 

Kamis, 30 Maret 2017 pukul 04.42 WIB). 

Penetapannsekolahhpenyelenggara ujiannnasional berbasiskkomputer 

padaatahun 2017 ini didapatkan dari beberapaaprosessyang dilakukan oleh 

pihakmPUSPENDIK danmDinas PendidikanmProvinsi. Prosesmtersebut 

diantaranyappertama, pihakssekolah mengajukannformnkesanggupan untuk 

melaksanakan ujiannnasional berbasiskkomputer (UNBK) kepadaaDinas 

PendidikannProvinsi bagi sekolah-sekolahhyang merasagkriteria persyaratan 

penyelenggaraan ujiannnasional berbasiskkomputer telahhterpenuhi. Kedua, 

pihakmPUSPENDIKKjdibantu oleh Timmdari PUSTEKOM danmDinas 

Pendidikan Provinsi melakukan pengecekan atauvverifikasigkelayakan 

sekolah. Ketiga, penetapannsekolah penyelenggara yanggdidasari dari Surat 

Keputusanuuntuk sekolah yangglolos uji verifikasi dannlayakssebagai sekolah  

untuknmelaksanakanujian nasionalnberbasis komputerrpada tahun 2017. 

Mengenai persyaratanmkelayakan penyelenggaraan UNmberbasis 

komputerrdi sekolah yang dijadikanndasar untukkkriteria kelayakan diukur 

daribbeberapa aspek. Diantaranyaameliputi ketersediaanninfrastruktur, guru 

dan teknisi yang berkompeten,sserta kesiapannmental dari siswa sendiri. 

Untuk lebihhjelasnya menurutpPeraturan Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar 

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/un-2017-dilaksanakan-dengan-berbasis-komputer-inijadwalnya
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/un-2017-dilaksanakan-dengan-berbasis-komputer-inijadwalnya
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Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 antara lain ; (1) 

telah terakreditasi; (2) tersedia sejumlah komputer dan server sesuai 

kebutuhan; dan (3) memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia 

UN Tingkat pusat; Padaaintinya adalahhkesiapan dalam aspek infrastrukur 

masihhpada pokokkkriteria kelayakan untukkpenyelenggaraan ujiannnasional 

berbasisskomputerppada tahun 2017 ini. 

Menurut Muhadjir Effendy “Sampai tadi pagi datanya sudah mencapai 

28.380 sekolah yang siap melaksanakan UNBK. Di tingkat SMP ada 10.466 

sekolah, SMA ada 8.563 sekolah, dan SMK ada 9.351 sekolah,” ujarnya saat 

jumpa pers di sela-sela penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan 

Kebudayaan (RNPK) di Depok, Jawa Barat, Kamis siang (26/1/2017). Salah 

satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

(Muhadjir Effendy, 2017, 

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/jumlah-sekolah-pelaksana-

un-berbasis-komputer-meningkat-tajamdiakses pada Kamis, 30 Maret 2017 

pukul 04.48 WIB) 

Tabel 1.1 

Jumlah Sekolah Menurut Kualifikasi UNBK dan Jenis Pendidikan di 

Provinsi DIY 

Jenis 

Pendidikan 
UNBK 

Non 

UNBK 
Bergabung 

SMP 241 0 192 

MTS 29 1 66 

SMA 112 0 50 

SMK 201 0 17 

MA 35 2 12 

Jumlah 618 3 337 

Sumber: www.kemdikbud.go.id 

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/jumlah-sekolah-pelaksana-un-berbasis-komputer-meningkat-tajam
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/jumlah-sekolah-pelaksana-un-berbasis-komputer-meningkat-tajam
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Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah yang berada 

di Provinsi D.I.Yogyakarta mayoritas sudah menerapkan UNBK. Namun hal 

tersebut juga tidak menjamin Provinsi D.I.Yogyakarta tidak mempunyai 

masalah terkait pelaksanaan UNBK. Faktanya di Kabupaten Bantul masih 

banyak permasalahan terkait pelaksanaan UNBK. 

Tabel 1.2 

Jumlah Sekolah Menurut Kualifikasi UNBK dan Jenis Pendidikan di 

Kabupaten Bantul 

Jenis 

Pendidikan 
UNBK 

Non 

UNBK 
Bergabung 

SMP 54 0 36 

MTS 9 0 13 

SMA 29 0 6 

SMK 42 0 7 

MA 11 0 2 

Jumlah 142 0 65 

Sumber: www.kemdikbud.go.id 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  

(Disdikpora) Kabupaten Bantul Totok Sudarto pada Senin (27/2/2017) 

mengatakan, dari 112 titik pelaksanaan UNBK, 63 sekolah menjalankan 

secara mandiri, sedangkan 54 lainnya mengerjakan di Sekolah Menengah 

Kejuruan, atas fasilitasi Disdikpora DIY. Dari jumlah diatas, ada tiga sekolah 

yang gagal melakukan sinkronisasi komputer dari sekolah ke server pusat 

pada saat simulasi UNBK. Tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut 

adalah SMP Negeri 1 Sanden, SMP Negeri 2 Kretek, dan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Dlingo. 
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(Totok Sudarto, 2017, http://www.solopos.com/2017/02/28/unbk-2017-

simulasi-unbk-diwarnai-beragam-persoalan-797145 diakses pada Kamis, 30 

Maret 2017 pukul 05.52 WIB) 

Selain itu, terhitung ada 6 sekolah tidak memiliki komputer cadangan. 

Meski enggan menyebutkan nama enam sekolah tersebut, namun Suhirman 

menyayangkan karena sekolah-sekolah yang tidak memiliki komputer 

cadangan justru merupakan sekolah-sekolah negeri yang dianggap favorit oleh 

masyarakat (“6 Sekolah Favorit Tak Punya Komputer Cadangan,” Kedaulatan 

Rakyat, 14 Maret, 2017, 3.). Adapun permasalahan lain yang terjadi di 

Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan Gladi Bersih UNBK masih diwarnai 

listrik padam (“Gladi Bersih UNBK Diwarnai Listrik Padam,” Kedaulatan 

Rakyat, 14 Maret, 2017, 3.). 

Padahal kalau merujuk ke Peraturan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) Nomor:n0043/P/Bsnp/I/2017nTentanggProsedur 

OperasionalsStandarpPenyelenggaraan UjiannNasional Tahun Pelajaran 

2016/2017, Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dinas 

PendidikanKabupaten/Kota dannKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

(Seksi yang menangani pendidikannmadrasah, pendidikannkeagamaan, dan 

seksi yang menangani pendidikannnonformal: Program PaketnB/Wustha, dan 

ProgramnPaket C).memiliki tugas dan tanggungjawab. Salah satu tugas dan 

tanggungjawab Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota adalah melakukan 

koordinasiddengan PLN danmpenyedia layanan koneksi internet untuk 

memastikanntidak ada gangguannmenjelang dannselama pelaksanaan UNBK. 

http://www.solopos.com/2017/02/28/unbk-2017-simulasi-unbk-diwarnai-beragam-persoalan-797145
http://www.solopos.com/2017/02/28/unbk-2017-simulasi-unbk-diwarnai-beragam-persoalan-797145
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Padaapenelitian ini penelitiiimengambilmtempat penelitian di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Karena instansi tersebut 

memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK). Maka dari penjabaran diatas dapat menjadikan 

sebuah studi kasus yakni “Implementasi Pelaksanaan Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) Di Kabupaten Bantul pada Tingkat Sekolah 

Menengah Pertama Tahun 2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan dan pelaksaan Ujian Nasional Berbasis Komputer 

oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun 

2017.  

2. Faktor apa saja yang menjadi  penghambatDinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 

di Kabupaten Bantul Tahun 2017. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah 

untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) Di Kabupaten Bantul pada Tingkat Sekolah Menengah 

Pertama Tahun 2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah referensi ilmu pengetahuan tentang peran Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Bantul. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pemerintah Daerah 

Dapat membantu memberikan bahan evaluasi bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bantul tekait Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis 

Komputer Tahun 2017. 

b. Sekolah 

Dapat membantu pihakmsekolah mengetahui keberhasilan 

penyelenggaraan UjiannNasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 

penyelenggaraannya di tingkat pendidikan Kabupaten Bantul. 

c. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Bantul. 

d. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi 

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Di 
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Kabupaten Bantul pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 

2017 

E. Kerangka Dasar Teori 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan proses kegiatan antar aktor yang terlibat. 

Implementasi bukanlah merupakan proses mekanis dimana sikap aktor 

akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan. 

Sesuai apa yang diformulasikan dalam kebijakan, hal tersebut seuai 

dengan pendapat Muhajir Darwin (1992), Bahwa proses implementasi 

bukanlah proses mekanisme dimana setiap aktor akan secara otomatis 

melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan scenario 

pembuat kebijakan, tetapi merupakan proses kegiatan yang acap kali 

rumit, diwarnai pembuatan kepentingan antara aktor yang terlibat baik 

sebagai administrator. Petugas lapangan atau kelompok sasaran. 

Menurut Hoogerwerf (1983: 157), akan tetapi banyak sekali 

kebijaksanaan yang didasarkan pada ide-ide yang kelihatannya sangat 

layak akan tetapi ternyata menemani kesulitan ketika harus dipraktekkan 

di dalam lapangan. Selama proses implementasi beragam interpretasi dan 

asumsi atas tujuan, target dan strategi pencapaian tujuan dapat 

berkembang bahkan dalam lembaga implementasi selalu melakukan 

diskresi atau keleluasaan dalam mengimplementasikan kebijaksanaan. Hal 

ini dilakukan Karena kondisi social ekonomi maupun politik masyarakat 

yang tidak memungkinkan sehingga kebijakan yang seharusnya tinggal 
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dilaksanakan akhirnya banyak menimbulkan penundaan, penyalahgunaan 

wewenang atau penyimpangan arah kebijaksanaan. 

 Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan tidak 

terlepas dari penggunaan sarana-sarana yang terpilih, seperti yang 

dikatakan oleh Hoogerwerf: pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan 

sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih. 

 Jadi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan adalah 

Tindakan-tindakan seperti umpamanya tindakan-tindakan yang 

sah/pelaksanaan suatu rencana yang sudah ditetapkan dalam kebijakan 

suatu program kebijakan meliputi penyusunan acara tertentu dari tindakan-

tindakan yang harus dijadikan, umpamanya dalam bentuk tat acara yang 

yang harus diikuti di dalam pelaksanaan Patokan-patokan yang harus 

disediakan pada keputusan-keputusan pelaksanaan atau proyek. Proyek 

yang konkrit yang akan dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu 

yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan. 

Berikut ini adalah model implementasi kebijakan menurut Van 

Meter dan Van Horn. Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa 

variable-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dan sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada bahan-

bahan pelaksana meliputi sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada 

bahan-bahan meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan 

komunikasi antara hubungan di dalam lingkungan system politik dan 
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dengan kelompok-kelompok sasaran, akhirnya pusat perhatian adalah 

sikap para pelaksana mengantarkan pada telah mengenai orientasi dari 

mereka yang mengoprasionalkan program di lapangan (Wibawa, 1991: 

66). 

Apabila pelaksanaan suatu kebijakan menemui kegagalan dalam 

arti tujuan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka timbullah 

pertanyaan tentang sebab-sebabnya. Pengetahuan tentang sebab-sebab itu 

dapat memberikan jawaban bagaimana seharusnya kebijaksanaan itu 

dilaksanakan. 

 Agar pelaksanaa kebijakan dapat mencapi tujuan dan maksud yang 

telah ditetapkan, maka seharusnya memperhatikan aspek-aspek 

pelaksanaan kebijakan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini Hoogerwef 

mengutip pendapat Marse yang menyatakan sebab musibah kegagalan 

suatu kebijakan ada sangkut pautnya denga nisi kebijakn yang harus 

dilaksanakan, banyaknya dukungan dari pelaksanaan kebijaksanaan yang 

harus dilaksanakan dan pembagian potensi-potensi yang ada (Samudra 

Wibawa, 1991 :6). 

 Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit 

dilakukan, sehingga untuk mewujudkan proses implementasi kebijakan 

engan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesulitan dalam 

implementasi juga sering kali disebabkan adanya perbedaan kepentingan 

pada masing-masing jenjang pemerintah, misalnya antara daerah 

kabupaten/kota dan daerah propinsi. Dalam usaha memahami pelaksanaan 
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kebijakan perlu diidentifikasi mengenai factor-faktor yang akan 

mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan 

banyak ditentukan oleh para pelaksana dan prosedur implementasi dalam 

organisasi. 

 Menurut Solichin (1991: 43), Dengan melihat berbagai pendapat 

dari para ahli tentang implemntasi kebijakan seperti yang diuraikan di 

muka terdapat beberapa kesamaan dalm pendekatan implemntasi. Hal ini 

terlihat Karena ada elemen yang sama sekali terminology yang 

dikemukakan berlainan. 

 Suatu implemntasi tentunya mempunyai tujuan untuk memperoleh 

keberhasilan jika memenuhi lima kriteria keberhasilan. Menurut nakamura 

sebagai berikut: 

a. Pencapaian tujuan kebijakan 

b. Efisien 

c. Kepuasan kelompok sasaran 

d. Daya tanggap klien 

e. System pemeliharaan 

Setiap implementasi dilakukan berhasil jika mencapai yang 

diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu 

kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan 

yang dapat dinikmati atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

 Efiensi kebijaksanaan berkaitan dengan keseimbangan antara 

biyaya atau dan yang dikeluarkan. Waktu pelaksanaan, sumber daya 
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manusia yang digunakan dan kualitas pelaksanaan, sumber daya masnusia 

yang digunakan dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Kepuasan kelompok 

sasaran memberi nilai arti pada pelaksanaan program Karena kelompok 

sasaran inilah yang terkena dampak langsung dari program yang 

dilaksanakan. 

 Partisipasi dan peran serta aktif dari masyarakat merupakan daya 

tanggap yang positif untuk mendukung keberhasilan kebijakan Karena 

masyarakat, ikut memiliki terhadap kebijakan dan ikut bertanggung jawab 

dengan berhasil tidaknya suatu kebijakan dan ikut bertanggung jawab 

dengan berhasil tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. System 

pemeliharaan dimaksudkan untuk keberlangsungab dan kelancaran suatu 

kebijakan yang dilaksanakan. Dengan pemeliharaan yang intensif dan 

kontinyu maka suatu kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan. 

Senada dengannpendapat sebelumnya, menurut George C.Edward 

III dalam Widodo (2010:96) faktor-faktorryang mempengaruhikebijakan 

antara lain: 

1. Komunikasi, merupakanpprosesspenyaluran informasi dari para pembut 

kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang 

harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih 

orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi 

agar informasi itu akurat. 

Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian: 

a. Transmisi  



16 

 

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus 

disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali 

masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui 

kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah 

kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. 

Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan 

diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis 

atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai 

(sumberdaya). 

b. Kejelasan (Clarity)  

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah 

kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan 

sebagaimana yang telah diputuskan. Namun hal tersebut tidak selalu 

terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan 

tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya adalah: i). kerumitan 

dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan 

legislatif, sehingga mereka cenderung menyerahkan detil 

pelaksanaannya pada bawahan; ii) Adanya oposisi dari masyarakat 

atas kebijakan tersebut; iii). Kebutuhan mencapai konsensus antara 

tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut; iv). 

Kebijakan baru yang para perumusnya belum terlalu menguasai 

masalah (tentang ini sering dikatakan sebagai upaya untuk 



17 

 

menghindar dari tanggung jawab); v). Biasanya terjadi pada 

kebijakan yang menyangkut aturan hukum.  

Pada bagian ini selain mengaitkan implementasi dengan 

tipe/jenis kebijakan, tampaknya Edwards III juga banyak mengacu 

pada hasil studi Bardach dalam Implementation Game. 

c. Konsistensi 

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi 

yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun 

dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan 

membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan 

arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). 

Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang 

biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). 

Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, aau kadang karena 

bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh 

berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan 

tersebut. 

2. Sumber-sumberrdaya, dalam hal ini sumberddaya yanggdimaksud 

adalah jumlahhdan kemampuanppara staf,kekuatan dannwewenang 

serta fasilitas-fasilitassyang dibutuhkan untuk memberikannpelayanan 

publik. 

Yang dimaskud dengan sumberdaya yang diperlukan dalam 

implementasi menurut Edwards III adalah:  
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a. Staff, yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

b. Informasi. 

Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini 

adalah : i). Informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan 

kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait 

dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. 

c. Kewenangan 

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi 

implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang 

harus dillaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud : 

membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; 

kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dll 

kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah 

yang lain, dll. 

d. Fasilitas 

Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang 

memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa 

yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang 

diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa 

fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. 

Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan : 

ruang kantor, komputer, dll. 
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3. Disposisi, sikappdari pelaksanaan program akannsangat berpengaruh di 

dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksanaan yang positifftterhadap 

suatu program akan memungkinkanppelaksanaan dengan sukarela 

sesuai aturan. 

4. Strukturrrbirokrasi, dua karakteristikbbbirokrasi adalah SOP dan 

fergmentasi. SOP dapatmmempengaruhi implementasi yaitu 

mempengaruhi perubahan-perubahanndalam kebijakan. Hal yang biasa 

terjadi adalahhppemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-

tindakan yangtttidak diinginkan, menghambar koordinasi dan 

membingungkan para pelaksana di tingkatbbawah. 

Bagan 1.1 

Alur Implementasi Kebijakan Menurut George C.Edward III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain adanya faktor-faktor pendukung terkait keberhasilan 

implementasi kebijakan, adapun faktor-faktor yang menghambat 
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implementasi kebijakan. Sesuai dengan pendapat Jam Marse (Solichin, 

1997:19) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat 

menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu: 

a. Isu kebijakan. 

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih 

ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau 

kebijakan itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang 

menyangkut sumber daya pembantu. 

b. Informasi. 

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya 

gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun 

kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya 

dan hasil-hasil dari kebijakan itu. 

c. Dukungan. 

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada 

pelaksanaanya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 

2. Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan 

a. Pelayanan Publik 

Istilah pelayanan publik berasal dari bahasa Inggris “Public” 

yang berarti umum, masyarakat negara.Menurut A. G. Subarsono 

(2008 : 65) bahwa pelayanan publik merupakan produk birokrasi 

publik yang diterima oleh berupa warga pengguna maupun masyarakat 

luas. Karenanya itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebaagai 
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rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik, sebagai 

contoh pembuatan kartu tanda penduduk, akte kelahiran dan 

sebagainya. 

Menurut Pandji Santosa (2008 : 57) pelayanan publik adalah 

pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama 

pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau 

tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan 

masyarakat. 

Menurut Moenir (2006:26) pelayanan publik adalah kegiatan 

yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang dengan 

landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu 

dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan 

haknya. 

1. Jenis-jenis pelayanan publik 

Dalam pelaksanaan pelayanan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Pemerintahmmelalui 

lembaga dan segenap aparaturnya bertugasmmenyediakan dan 

menyelenggarakan pelayanannkepada masyarakat. Adapun 

kegiatanyyang dilakukan olehhpemerintah terdiri dari beberapa 

macambbentuk.  

DalamkKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor. 63 Tahun 2003, pelayananmpublik dibagi 

berdasarkann3 kelompok, yaitu:  
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a. KelompokkPelayanan Administratifmerupakan 

bentukkpelayanan yang menghasilkannberbagai macam 

dokumenrresmi yang dibutuhkan olehmmasyarakat atau publik. 

Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, dan lain-lain. 

Dokumen-dokumen ini antara lain KTP.  

b. KelompokPPelayananBBarang, merupakan pelayanannyang 

menghasilkanbberbagai bentuk/ jenis barang yanggdigunakan 

publik. Misalnya penyediaanntenaga listrik, air bersihddan lain-

lain. 

c. KelompokPPelayananJJasa, merupakan pelayananyyang 

menghasilkanbberbagai bentuk jasa yanggdibutuhkan publik 

Misalnya pendidikan,ppelayanan kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi,ddan lain-lain. 

2. Azas-azas pelayanan publik 

Azas-azas pelayanannpublik menurutkKeputusan Menpan 

Nomor 63/2003ssebagai berikut: 

a. Transparasi. BersifatTterbuka, mudah dan dapatddiakses oleh 

semua pihak yangmmembutuhkan dan disediakannsecara 

memadai danmmudahhdimegerti. 

b. Akuntabilitas. Dapatddipertanggungjawabkanmsesuai dengan 

ketentuanpperaturan perundang-undangan. 
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c. Kondisional. Sesuai dengannkondisi dan kemampuanppemberi 

danpenerima pelayananndengan tetapbberpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif. MendorongGperan serta masyarakatDdalam 

penyelenggaranPpelayanan publik denganmmemperhatikan 

aspirasi, kebutuhan danhharapan masyarakat.  

e. KesamaanHHak. TidakDdiskriminatif dalam arti tidak 

membedakanNsuku, ras, agama, golongan, gender, danNstatus 

ekonomi. 

Keseimbanganmhak dan kewajibanPpemberi dannpenerima 

pelayanan publik harusmmemenuhi hak dan kewajibannmasing-

masing pihak. 

Unit penyelenggara pelayananppublik adalah unit pada kerja 

instansi pemerintah yang secara langsung memberi pelayanan kepada 

penerima pelayanan publik, sedangkan pemberi pelayanan publik 

adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas 

dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sebagai proses pelayanan yang berlangsung secara rutin 

dan berkesinambungan,meliputi seluruh kehidupan orang dalam 

masyarakat. 

b. Pelayanan Dasar 



24 

 

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 Ayat (2) meliputi:  

1. Pendidikan; 

2. Kesehatan; 

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; 

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat; 

6. Sosial. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diterima 

oleh semua warga negara. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap 

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

c. Pelayanan Pendidikan 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu: 
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1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan 

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 

bermut bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  

2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya 

dan guna terselenggaranya dan bagi setiap warga negara yang 

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.  

Untuk mewujudkantercapainya mutu pendidikan yang 

diselenggarakan daerah, pemerintah melalui MenteriPPendidikan 

Nasional telah menetapkan StandarPPelayanan MinimalPPendidikan 

Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

No. 15 Tahun 2010.Standar pelayanan minimal pendidikan dasar 

selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja 

pelayanan pendidikan dasar melalui jalurppendidikannformal yang 

diselenggarakan daerahhkabupaten/kota. 

Penyelenggaraanmpelayanan pendidikan dasarmmerupakan 

kewenangannkabupaten/kota, yang di dalamnya mencakup:  

a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota: 

1. Tersedia satuannpendidikan dalam jarak yanggterjangkau 

dengan berjalannkaki yaitu maksimal 3 km untukkSD/MI 

dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompokkpermukiman 

permanenndi daerah terpencil; 

2. Jumlahppeserta didik dalam setiapRrombongan belajar 

untuk SD/MI tidakkmelebihi 32 orang, dan untuk 
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SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap 

rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang 

dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta 

didik dan guru, serta papan tulis; 

3. Di setiapSMP dannMTs tersedia ruangLlaboratorium IPA 

yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 

36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA 

untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 

4. Di setiap SD/MI dannSMP/MTs tersedia satu ruanggguru 

yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang 

guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di 

setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang 

terpisah dari ruang guru. 

5. Di setiapSSD/MI tersedia satu orang guruuuntuk setiap 32 

peserta didikkdan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan 

pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru 

setiap satuan pendidikan; 

6. Di setiapSSMP/MTs tersedia satu oranggguru untukksetiap 

mata pelajaran, dan untukddaerah khusus tersedia satu 

orang guru untukksetiap rumpun mata pelajaran; 

7. Di setiapSSD/MI tersedia dua oranggguru yangnmemenuhi 

kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan dua orang guru 

yang telahhmemiliki sertifikatppendidik; 
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8. Di setiapSSMP/MTs tersedia guru denganmkualifikasi 

akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh 

diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki 

sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing 

sebanyak 40% dan 20%; 

9. Di setiapSSMP/MTs tersedia guru dengankkualifikasi 

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat 

pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran 

Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; 

10. Di setiapKKabupaten/Kota semua kepala SD/MI 

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telahmmemiliki 

sertifikatPpendidik; 

11. Di setiapKKabupaten/kota semua kepala SMP/MTs 

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV danmtelah memiliki 

sertifikatppendidik; 

12. Di setiapKKabupaten/kota semua pengawasssekolah dan 

madrasahHmemiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV 

dan telahnmemiliki sertifikatPpendidik; 

13. PemerintahKKabupaten/kota memilikiiirencana dan 

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan 

dalam mengembangkan kurikulum dan proses 

pembelajaran yang efektif; dan 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/02/18/perpres-no-8-tahun-2012-kkni/
https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/02/18/perpres-no-8-tahun-2012-kkni/
https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/29/kualifikasi-pengawas-sekolah/
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14. Kunjungannpengawas ke satuanppendidikan dilakukanssatu 

kali setiap bulanndan setiap kunjunganddilakukan selama 3 

jam untukkmelakukan supervisi danmpembinaan. 

Peningkatan merupakan salah satu kebutuhan yang paling 

mendasar bagi setiap manusia, pendidikan akan membentuk jati diri 

melalui keterampilan, moralitas, intelektualitas dan mengarah pada 

dunia kerja. Selain itu, pendidikan juga akan membentuk status sosial, 

ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat 

penting bagi setiap individu maupun kelompok. 

Pendidikan sebagai pemegang peranan penting dalam 

menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

menjalankan proses pembangunan. Dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang 

dibutuhakn dirinya masyarakat bangsa dan negara. 

Perbaikan terhadap pelayanan publik khususnya dalam 

pendidikan akan semakin membaik dan merata. Hal ini disebabkan 

karena banyaknya keterbatasan baik dari segi anggaran pendidikan, 

tenaga pengajar, fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium dan bea siswa bagi masyarakat miskin.  
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Oleh karena itu, diharapkan pelayanan pendidikan bisa 

dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Bantul dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, melalui pelayanan 

pendidikan juga akan mempercepat pembangunan dan peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu bersaing 

baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. 

3. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 

Ujian Nasional menurut Peraturan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur 

Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 

2016/2017merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan 

pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar 

Kompetensi Lulusan.Sedangkan menurut H. A. R. Tilaar (2006:24) “ujian 

nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan 

secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. 

Hasil dari ujian nasional yang diselenggarakan oleh Negara adalah upaya 

pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan 

pendidikan nasional”. 

Menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar 

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017Ujian 

Nasional BerbasisKKomputer yang selanjutnya disebut UNBK adalah 
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ujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan 

soal dan proses menjawabnya. 

a. Tujuan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 

Menurut UU SisdiknasNNo 20 tahun 2013 adanya 

ujiannnasional bertujuan untuk menilai pencapaiannstandar 

kompetensi lulusan secara nasionalppada mata pelajaran tertentu 

dalam rangka pencapaianstandar nasionalppendidikan. Ujian nasional 

sebagai salahsatu alat evaluasi belajar siswa yanggdigunakan untuk 

mengukur tingkatkketercapaian komptensi siswa yang ditinjau dari 

beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkandalam proses 

pembelajaran. 

Adapun tujuan lain dari pelaksanaanUjian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) yaitu: 

1. Sistem komputerisasi dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan 

saat ujian (dapat memberikan paket soal yang lebih banyak). 

2. Minimnya kemungkinan kesalahan distribsi soal (soal yang 

terlambat datang, tertukar, dsb.) 

3. Proses pengumpulan dan penilaian hasil ujian lebih mudah dan 

cepat. 

4. UNBK mendorong terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan 

transparansi penyelenggaraan UN.(Totok Supriyatno, 2017, 

http://un.kemdikbud.go.id/tanya-jawab/ diakses pada Jum’at, 31 

Maret 2017 pukul 21.49 WIB). 

http://un.kemdikbud.go.id/tanya-jawab/
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F. Definisi Konseptual 

Berdasarkan kerangka dasar teori diatas, penulis membuat definisi 

konseptual sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atau implementasi suatu 

kebijakan harus memperhatikan aspek-aspek yang memungkinkan tujuan 

dan maskud dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai. Aspek-

aspek tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, sikap pelaksana 

dan struktur birokrasi. 

2. Pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan hak-hak atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan seperti lembaga dan 

petugas pelayanan publik baik pemerintah beserta kelengkapan 

kelembagaannya yang menyelenggarakan pelayanan publik, sesuai dengan 

undang-undang yang telah ditetapkan. 

3. Pelayanan Dasar adalah pelayan publik yang harus diperoleh oleh setiap 

warga negara. 

4. Pelayanan publik di bidang pendidikan adalah kegiatan untuk memenuhi 

masyarakat di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan di bidang pendidikan. 

5. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah ujian nasional yang 

dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai media atau 

alat untuk memnampilkan soal dan  proses menjawabnya, tujuan 
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dilakukannya UNBK salah satunya untuk mencegah terjadi kecurangan 

saat ujian berlangsung. 

G. Definisi Operasional 

Berikut variabel penelitian yang menjadi acuan peneliti: 

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan UNBK, penulis 

mengambil teori dari George C.Edward III tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan, antara lain: 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis 

Komputer. 

Dalam tahap ini, penulis mengambil teori dari Jam Marse tentang 

faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan 

yaitu: 

a. Informasi 

b. Dukungan 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif deskriptif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Penelitian deskriptif 

bertujuan mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan 

kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, dengan kata lain 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat 

ini.   

Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Lexy J. Moleong (2001: 3), 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pedekatan 

ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). 

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986: 9) dalam 

Lexy J. Moleong (2001: 3) mendefinisikan bahwa oenelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan diantaranya menjadi Panitia pelaksaan 

Ujian Nasional Berbasis Komputer pada Tingkat Kabupaten/Kota.Selain 

itu masih banyaknya sekolah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan 

UNBK dengan cara bergabung ke sekolah lain dikarenakan minimnya 

sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan UNBK. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitan mengenai studi kasus ini, pihak yang dijadikan 

sumber data adalah beberapa pejabat yang dianggap mempunyai informasi 

yang akurat terkait persiapan dan pelaksaan Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK). Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti dapat 

memperoleh data dari pijabat yang bertanggung jawab secara langsung 

dalam proses persiapan dan pelaksanaan  UNBK maka data yang 

diperlukan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data  primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari subjek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan subjek (informan) berupa informasi-informasi yang 

berhubungan dengan apa yang akan diteliti. Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok.   
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Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi 

tentang peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Bantul dalam pelaksaan UNBK di Kabupaten Bantul tahun 2017, yang 

diperoleh secara langsung  dari unit analisa yang dijadikan objek 

penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini beberapa pejabat 

di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh 

secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui dokumen atau 

biografi yang menunjukkan fakta tentang subjek yang diteliti sehingga 

mempermudah peneliti dalam menemukan informasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah: 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yakni 

dengan melakukan percakapan atau tanya jawab dengan maksud 

tertentu antara pewawancara dengan narasumber secara langsung dan 

mendalam untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang akan 

dikaji. 

Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai peran 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan UNBK di 

Kabupaten Bantul tahun 2017, peneliti akan melakukan wawancara 

secara langsung dan mendalam mengenai masalah-masalah yang 
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ditelitikepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses persiapan 

dan pelaksaanan UNBK. 

b. Dokumentasi 

Peneliti juga memilih teknik pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi. Dokumentasi ini dianggap cocok untuk mendapatkan 

informasi lebih dari masalah yang akan dikaji karena sebagian besar 

data itu dalam bentuk dokumen yang akan membantu dan 

mempermudah peneliti dalam menemukan dan mengumpulkan subyek 

penelitian beserta informasi yang bersangkutan. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berbentuk arsip, formulir, peraturan-

peraturan maupun lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

mengenai peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam 

pelaksanaan UNBK di Kabupaten Bantul tahun 2017. 

5. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono (2012: 246) dalam 

Skripsi (Danang Septianto, 2016) analisa data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti 

sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis tersisi belum memuaskan, 

makan peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
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secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: 

a. Data Reduction (Reduksi Data)  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-halppenting, dicari tema dannpolanya. 

Denganddemikian data yanggtelah direduksi akanmmemberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukanPpengumpulan data selanjutnya, danmmencarinya bila 

diperlukan.  

b. Data Display (Penyajian Data)  

DalampenelitianKkualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalammbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkkategori, 

flowchart dannsejenisnya. Denganmmendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untukkmemahami apa yang terjadi, merencanakannkerja 

selanjutna berdasarkan apa yang telahhdifahami tersebut.  

c. Penariakan Kesimpulan/ Verivikasi (Conclusion Drawing/ 

Verification) 

Kesimpulan awal yanggdikemukakanmasih bersifat sementara, 

dan akannberubah bila tidak ditemukanbbukti-bukti yang kuat untuk 

mendukungppada tahap pengumpulanddata berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulanyyang dikemukakannpada tahap awal, didukung 

olehhbukti-bukti yangvaild dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan  
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merupakannkesimpulanyyang kredibel. Dengan demikian 

kesimpulan dalamnpenelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 
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Tabel 1.3 

Metode Penelitian 

Sumber: Penulis 

 

Data Primer 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

1. Persiapan dan pelaksanaan 

UNBK 

a. Perencanaan UNBK 

b. Sosialisasi UNBK 

c. Koordinasi 

d. Penetapan ruang UNBK 

Wawancara 

Pegawai Dinas 

Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga 

Kabupaten Bantul 

2. Peran Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bantul terkait 

pelaksanaan UNBK 

Wawancara 

Pegawai Dinas 

Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga 

Kabupaten Bantul 

3. Faktor penghambat UNBK Wawancara 

Pegawai Dinas 

Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga 

Kabupaten Bantul 

Data Sekunder 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

1. Dokumen-dokumen terkait 

persiapan, pelaksanaan dan 

peran Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bantul dalam 

UNBK 

Dokumentasi 

Pegawai Dinas 

Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga 

Kabupaten Bantul 


